
2. Undang-Undang 2 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Publik (Lembaran Negara Keterbukaan Informasi 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan perioritas 
pembangunan daerah yang terfokus kepada pencapaian 
kinerja pembanguan, perlu ditetapkan indikator kinerja 
utama pembangunan; dan 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama 
Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

BUPATI BUNGO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

TAHUN 2021-2026 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR it(_ TAHUN 2023 

BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMB! 



7. Peraturan Presiden 3 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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12. Peraturan Daerah ......... .4 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 10); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

K.inerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 

1842); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Peru bahan Rencana Pembangunan J angka 

Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 1312); 

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11); 
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6. lndikator Kinerja 5 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi; 

3. Bupati adalah Bupati Bungo; 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah; 

5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh daerah 
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang 
ditentukan; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021- 

2026. 

Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 

Nomor 6); 
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahuri 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10). 
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(3) Tabulasi.. 6 

BAB II 

BENTUK INDIKATOR KINERJA UTAMA 
Pasal 5 

(1). IKU Pemerintah Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Bungo Tahun 2021-2026; 

Ruang lingkup Peraturan Bupati me1iputi: 
a. bentuk lKU; 
b. implementasi IKU; dan 
c. reviu dan evaluasi. 

Pasal 4 

Tujuan Peraturan Bupati adalah: 
a. menjadi pedoman dalam penyusunan target dan penetapan indikator 

kinerja perangkat daerah; dan 
b. memudahkan daerah dalam melaksanakan evaluasi terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal. 

Pasal 3 

Maksud Peraturan Bupati adalah: 
a. untuk memberikan informasi terkait dengan kinerja yang ingin dicapai 

oleh daerah; dan 
b. memenuhi kelengkapan dokumen akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Pasal 2 

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis daerah dan 
perangkat daerah; 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut 
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 

Daerah Kabupaten Bungo. 
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Peraturan Bupati 7 

BAB IV 

REVTU DAN EVALUASI 
Pasal 7 

(1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian 
dari kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) Kabupaten Bungo; 
(2) Dokumen AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di reviu dan di 

evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo; 
(3) Dokumen AKIP hasil reviu dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia oleh Bupati melalui 
aplikasi e-SAKIP REVIU Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Repu blik Indonesia. 

BAB III 

IMPLEMENTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 6 

( 1) IKU yang terdapat dalam tabulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

Ayat (3) dijadikan sebagai pedoman penyusunan IKU Perangkat Daerah 
yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah; 

(2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026; 

(3) IKU Perangkat Daaerah dijadikan target core business yang akan dicapai 
oleh Perangkat Daerah dan dijabarkan 1ebih rinci menjadi program dan 

kegiatan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah. 

(2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk 
tabulasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini; 

(3) Tabulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a. sasaran strategis daerah; 
b. indikator kinerja; 
c. penjelasan yang terdiri dari alasan dan formulasi; dan 

d. sumber data. 
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MURSIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 

Diundangkan di Bungo 

padatanggal 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

Ditetapkan di Bungo 
pada tanggal ~o - "- 2023 

-~i*':.:·:Tl:_lTI lf. ErtA~ArH'?t·'L. BUPATI BUNGO r':', 
. · n t.D1:i; r::ruA ~ 1 ,I_ I /f:91 
1CL, ; Hl :vr ~ 
~-----J4-~tf,OV ~ Ll,W, f.f, 
('i) r, ' 

' · ---~---- '-'~~- IJJ'lo:!_, bo, 
H. MASHURI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bungo. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 
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